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Penetapan ~ Pengadilan  Agama  Kabupaten = Malang  Nomor
402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan izin poligami yang
diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan keadilan berupa pemberian hak untuk
diizinkan melangsungkan perkawinan poligami dalam keadaan yang sangat
mendesak dengan mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan yang telah
diatur oleh negara sehingga perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum
dengan diperolehnya bukti autentik pencatatan perkawinan yang membuktikan
bahwa perkawinan poligami tersebut telah terjadi sehingga pasangan poligami
dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.MIg? 2)
Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada
Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg perspektif tujuan hukum Gustav
Radbruch?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang
menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). teknik pengumpulan data
berupa studi dokumenter dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan
metode deduktif.

Hasil penelitian, 1) Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg
menunjukkan bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan
hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dengan
mengabaikan fakta kehamilan calon istri kedua pemohon yang kedepannya berhak
untuk mendapatkan dispensasi kawin karena telah memenuhi kriteria alasan
mendesak yang telah disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, hal yang demikian menjadikan penetapan hakim tidak memenuhi
landasan filosofis hukum karena tidak memberikan hak dan perlindungan hukum
bagi pihak yang berperkara, dampak sosiologis dari penolakan di sini adalah
pasangan poligami akan dicap sebagai kekasih yang kumpul kebo dan istri
simpanan, bahkan anak yang dilahirkan akan mendapat label anak luar kawin
yang menjadi bahan cemoohan masyarakat, secara yuridis, perkawinan poligami
mereka tidak sah secara negara dan dianggap tidak pernah ada. 2) Produk hukum
yang dikeluarkan PA Kab Malang berupa penolakan poligami dengan wanita
hamil menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan Pasal 53 ayat 1
KHI yang menegaskan bahwa tidak sah perkawinan dengan wanita hamil jika
yang mengawini bukan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karenanya, hakim di
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sini tidak memenuhi asas keadilan karena tidak memberikan hak yang semestinya
didapatkan pemohon yang merupakan orang yang paling berhak serta layak untuk
mengawini calon istri keduanya. Adanya penolakan yang dilakukan oleh hakim
dalam penetapan yang disertai dengan keadaan mendesak seperti halnya telah
dialami pasangan poligami ini membuat hakim sama sekali tidak memberikan
manfaat dan telah merugikan pasangan poligami yang tidak dapat melakukan
perkawinan poligami secara legal. Hal ini juga berimplikasi pada tidak adanya
kepastian hukum yang diberikan hakim kepada pihak yang berperkara karena
perkawinan pasangan poligami ini tidak diakui sah secara hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan kelak juga tidak
mempunyai status hukum yang jelas karena tidak mempunyai akta kelahiran yang
disebabkan status perkawinan orangtuanya yang tidak sah.
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Determination of the Malang Regency Religious Court Number
402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg regarding the rejection of the application for a
polygamy permit submitted by the applicant to obtain justice in the form of
granting the right to be permitted to carry out a polygamous marriage in very
urgent circumstances by following the procedures and registration of marriages
that have been regulated by the state so that the marriage can be protected by law
by obtaining authentic evidence of marriage registration which proves that the
polygamous marriage has occurred so that the polygamous couple can defend the
marriage to anyone before the law.

Problem Formulation: 1) What are the judge's legal considerations in
refusing  permission  for  polygamy  in  Determination = Number
402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg? 2) What are the judge's legal considerations in
refusing  permission  for  polygamy  in  Determination = Number
402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg from the perspective of Gustav Radbruch's legal
objectives?

The research method used is normative juridical research using a case
study approach (case approach). data collection techniques in the form of
documentary studies with qualitative data analysis techniques using deductive
methods.

Research results, 1) Determination Number 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg shows
that the Panel of Judges only guided by Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of
2019 which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached
the age of 19 years, ignoring the fact of the pregnancy of the applicant's second wife,
who in the future is entitled to a marriage dispensation because she has met the urgent
reasons criteria mentioned in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, this
makes the judge's decision not meet the legal philosophical basis because it does not
provide legal rights and protection. For the litigants, the sociological impact of rejection
here is that polygamous couples will be labeled as cohabiting lovers and mistresses, even
the children born will be labeled illegitimate children which will become the object of
public ridicule. Juridically, their polygamous marriages are not legally valid by the state
and are considered to have never existed. 2) The legal product issued by PA Malang
Regency in the form of rejection of polygamy with pregnant women shows that the judge
did not implement Article 53 paragraph 1 KHI which confirms that marriage with a
pregnant woman is invalid if the person marrying is not the man who impregnated her.
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Therefore, the judge here did not fulfill the principles of justice because he did not
provide the rights that should have been obtained by the applicant who was the person
who had the most rights and was worthy of marrying his prospective second wife. The
rejection made by the judge in the decision which was accompanied by urgent
circumstances such as what was experienced by this polygamous couple meant that the
judge did not provide any benefits at all and has harmed polygamous couples who
cannot legally carry out polygamous marriages. This also has implications for the lack of
legal certainty given by the judge to the parties involved in the case because the
marriage of this polygamous couple is not recognized as legally valid and has no legal
force so that the children born in the future also have no status. clear law because they
do not have a birth certificate due to their parents' illegal marital status.
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